SALINAN

Tygia

ATI BENGKULU SELATAM:

BUP

PROVIKSI BENGKULU

PERATURAN BUPAT!I BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN *

DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI BEBERAPA KECAMATAN DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 6

ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan
Peraturan  Bupat: Bengkulu  Selatan tentang Penetapan
Kawasan Perdesaan Dan Rencana Pembangunan Kawasan
pordesaan DD beberapa Kecamatan  dalam  Kabupaten

Bengkulu Selatan;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra
Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55 Tambahan Lemibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahuh 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725};

4. Undang-Undang Nomor © Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5495);

SN



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik indonesia” Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 55864);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015- 2019 (Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis
Masyarakat; ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor359);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

2011 Nomor 08};



10.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten
yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin
oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Camat.

Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa,
selanjutnya  disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Keﬁgiatan Pembangunan Desa untuk jangk/a waktu 6 (enam)
tahun.

. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP

Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktul (satu) tahun.

Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat dengan RTRWK adalah hasil perencanaan tata
ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis
kedalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang didalamnya
termasuk potensi sumberdaya yang ada di kelurahan.
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan
antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayahan dan pemberdayaan
masyarakat Desa melalut pendekatan partisipatif yang
dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan,
selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang
menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan
sesuai dengan tingkat kewenangannya. ,

Tokoh Masyarakat adalah seorang yang ditokohkan oleh
masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi,
dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat
dilingkungannya.

Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang
berperan dalam memfasilitasi desa.

Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat
BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh
Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfas.ilitasi
penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah
Kecamatan vyang bersangkutan, BKAD beranggotakan
warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam
satu wilayah Kecamatan.



Menetapkan

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
07 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2016)

b

MEMUTUSKAN: <

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI BEBERAPA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN;

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
dinas, badan dan kantor.

Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah
kerja di Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepehtingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia,
Kelurahan adalah adalah wilayah kerja lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja
Kecamatan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

/S



BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan kawasan pedesaan dan Rencana Pembangunan

kawasan pedesaan bertujuan untuk :

a. Menentukan program dan. kegiatan pembangunan
kawasan pedesaan;

b. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah
Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Kawasan
Pedesaan;dan

C. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan kawasan pedesaan.

”»

Prinsip Penetapan Kawasan dan Rancangan Pembangunan

kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a. Partisipasi;

b. Holistik dan komprehensif;

c. Berkesinambungan;

d. Keterpaduan;

e. Keadilan;

f. Keseimbangan;

g. Transparansi;

h. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertuyjuan untuk
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan
masyarakat Desa melalul pendekatan partisipatif dengan
memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau

pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau
pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

KAWASAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PEDESAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan Pedesaan

Pasal 4

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan
perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota
yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam
sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki
kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi
nenoemMbhanean.



- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
a. kegiatan pertanian
~b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya;
- tempat permukiman perdesaan;

C
d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, social dan
ekonomi perdesaan

¢. nilai strategis dan prioritas kawasan;

f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah
kabupaten/kota;

g. kearifan local dan eksistensi masyarakat hokum adat;
dan

h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
Pasal 5

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
Pengusulan kawasan perdesaan;

Penetapan kawasan perdesaan; ’

Perencanaan kawasan perdesaan;

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

SRo o

Pasal 6

Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a adalah :

a-.Kawasan Perdesaan dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh
beberapa Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat
Desa; .

b. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a harus mendapatkan persetujuan Kepala
Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan
menjadi Kawasan Perdesaan;

¢. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dapat dibantu oleh Pendamping Profesional
Desa atau pihak ketiga;

d. Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki
gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

e.~Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana
dimaksud pada huruf c disepakati oleh Kepala Desa yang
wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk
Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan;

L Surat  Kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana
dimaksud pada huruf f diserahkan kepada Bupati melalui

Camat;

[N

Pasal 7

Kriteria penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (2) sebagai berikut;

a. Kawasan Tebat Gelumpai yang merupakan Kawasan Wisata
Air, Irigasi, Budidaya Ikan Air Tawar dan Konservasi Air
meliputi :

1. Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna
2. Desa Batu Kuning Kecamatan Pasar Manna



Kawasan Pengembangan Wisata Embung Pagar Dewa yang
merupakan Kawasan Wisata Air, Irigasi, Budidaya Ikan Air
Tawar dan Konservasi Air meliputi :

1.Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna

2.Desa Tebat Kubu Kecamatan Kota Manna

3.Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya

Kawasan Perkebunan dan Wisata Tebat Besak yang
merupakan Kawasan Pengembangan Tanaman Perkebunan,
wisata air, Irigasi, Budidaya lkan Air Tawar dan Irigasi
meliputi:

. Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna

Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna

Desa Batu Panco Kecamatan Ulu Manng

Desa Batu Kuning Kecamatan Pino '

Desa Sebilo Kecamatan Pino

. Desa Kota Bumi Kecamatan Pino

O U W

Kawasan Danau Kerunding yang merupakan Kawasan
Pengembangan Wisata Air, Irigasi, Budidaya Ikan Air Tawar
dan Konservasi Air meliputi:

1. Desa Tanjung Beringinin Kecamatan Air Nipis

2. Desa Keban Jati Kecamatan Air Nipis

3. Desa Maras Kecamatan Air Nipis

4. Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nﬁipis

Kawasan Wisata Air Terjun Luguran dan Wisata Arung
Jeram yang merupakan kawasan Pengembangan wisata
alam meliputi:

1. Desa Air Tenam Kecamatan Ulu Manna

2. Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna

3. Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna

Kawasan Pengembangan Perikanan, Perkebunan, dan
Pertanian yang meliputi:

Desa Palak Bengkrung Kecamatan Air Nipis

Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis

Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis

Muara Danau Kecamatan Seginim

Padang Lebar Kecamatan Seginim

Babatan Ulu Kecamatan Seginim

Babatan Ilir Kecamatan Seginim

NG RO

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 8 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat Visi,
Misi dan prioritas program pembangunan yang berfungsi
sebagai Dokumen perencanaan kawasan perdesaan untuk
jangka waktu 5 tahun.



(2)

(1)

(2)

Penyusunan Rencana Pembangunan kawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Sistematika,
meliputi :
a. Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1.3. Landasan Hukum ’
b. Bab II. Diskripsi dan Analis Kawasan Perdesaan
2.1. Delinasi Kawasan
2.2. Fisik Dasar
2.3. Sosial Budaya dan kependudukan
2.4. Ekonomi
2.5. Sarana dan Prasarana
c. Bab IIl. Analisis Isu-Isu Strategis
2.1. Potensi dan Permasalahan
2.2. Klaster Komoditas dan Pendukung
2.3. Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan lainnya
2.4. Isu Strategis
2.5. Analisis Sinergisme
d. Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Arah Kebijakan
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran
4.3. Strategi
4.4. Arah Kebijakan
e. Bab V. Program dan Kegiatan
5.1. Matriks Program dan Kegiatan
5.2. Indikator Capaian Kegiatan
5.3. Kebutuhan Pendanaan
f. Lampiran
e Peta Kawasan Perdesaan
» Surat Usulan Kawasan Perdesaan
o  Surat Kesepat
o Katan Kawasan Perdesaan
e Peta Lokasi Kegiatan

L4

Pasal 9

Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
dalam Pembangunannya dilaksanakan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) %
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV

PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya,
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
_pada tanggal Ay, v o8

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 21- 04 - 0I8

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 2D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 77

HEND ZONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005
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